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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

 Praktik perjanjian sewa menyewa rahim bertentangan dengan norma-norma 

yang berlaku di Indonesia seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, 

serta aturan hukum terhadap praktik perjanjian sewa menyewa rahim di Indonesia 

belum ada secara utuh sehingga adanya larangan dan sanksi terhadap setiap kasus 

sewa rahim belum menyentuh kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik 

perjanjian sewa menyewa rahim tersebut, seperti tenaga medis, pasangan suami istri 

selaku orang tua genetis, dan seorang wanita yang menjadi ibu pengganti. Tidak 

semua kemajuan dari teknologi dapat menjawab segala permasalahan kesehatan yang 

ada karena adanya hukum dan etika. Jadi dari aspek hukum, kehamilan di luar cara 

alamiah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hanya diperbolehkan untuk 

pasangan yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, serta pemberian sanksi 

terhadap tenaga dan sarana kesehatan yang melanggar.  

 Perjanjian sewa rahim ini mengacaukan hak waris, golongan anak, serta garis 

keturunan dari anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa rahim, sebab hak waris 

dari anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim harus dilihat dari status 

perkawinan dari ibu pengganti apakah wanita yang menjadi ibu pengganti terikat 

dalam perkawinan yang sah atau tidak (gadis atau janda), sehingga anak yang 

dilahirkan oleh ibu pengganti akan menjadi anak sah apabila status wanita yang 
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menjadi ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan 

oleh ibu pengganti yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah (gadis atau 

janda) anak tersebut menjadi anak luar kawin yang tidak diakui atau anak zina 

sehingga akan merugikan bagi si anak yang mungkin akan ditelantarkan.  

4.2 Saran  

a. Peraturan Perundang-undangan tentang kehamilan di luar cara alamiah, 

harus benar-benar disosialisasikan kepada tenaga medis yang berkompeten 

di rumah sakit yang melayani program Pelayanan Reproduksi Buatan, 

mana yang boleh diterapkan seperti Program Bayi Tabung dan yang tidak 

boleh diterapkan seperti surrogate mother karena apabila sudah berbicara 

atas nama hukum, maka harus ditaati peraturannya. Dengan demikian, si 

tenaga medis tidak boleh tergiur dengan pembayaran mahal untuk 

melakukan praktik surrogate mother, walaupun atas nama ilmu 

pengetahuan.  

b. Dilakukan audit medik secara berkala terhadap semua pelayanan 

kehamilan di luar cara alamiah untuk memastikan tidak terjadi suatu 

pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medik terhadap pemalsuan 

identitas anak atas orang tuanya karena hal ini sudah terjadi perbuatan 

melawan hukum.  

c. Membuat peraturan Perundang-undangan secara khusus tentang sewa 

rahim atau praktik surrogate mother  yang memuat tentang larangan, 

sanksi dan antisipasi apabila larangan tersebut terlanggar, juga terhadap 

kejadian di dalam negeri maupun perjanjian yang dilakukan di luar negeri.  
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d. Dilakukan pengkajian tentang kemungkinan praktik sewa rahim sebagai 

salah satu alternative terkahir dalam penanganan beberapa masalah 

infertilitas tertentu di mana anak merupakan satu-satunya alasan pasangan 

suami istri tidak sampai bercerai, karena ada kemungkinan pada beberapa 

decade ke depan akan terjadi perubahan atau pergeseran nilai moral yang 

berlaku di masyarakat, yang kemudian dipositifkan maupun penilaian dari 

norma agama terhadap adanya pengecualian tersebut. Misalnya 

diperbolehkannya praktik ibu pengganti pada istri kedua dengan aturan 

yang ketat, seperti mulai kapan suami boleh menggauli istri keduanya 

setelah embrio yang ditanamkan dalam rahim istri keduanya berhasil 

tumbuh dan berkembang.  
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